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Abstract 
This study aims to identify and analyze the differences in the history and tax unit 
regulations for women taxpayers in Indonesia and Singapore. The research 
method employed is normative legal research, with a descriptive approach to 
elucidate the findings. Primary data was collected through interviews, while 
secondary data was derived from literature review. The acquired data was then 
analyzed using qualitative methods. The results of the research and discussion 
conclude that differences in Income Tax regulations for women taxpayers between 
Indonesia and Singapore are evident in their historical development and tax unit 
structure. Singapore's initial Income Tax framework is based on English Law, 
whereas Indonesia's is founded on Dutch Law. Additionally, Singapore applies an 
individual unit system, while Indonesia adopts a family unit system for Income Tax 
regulations.  
Keywords: Women Taxpayers, Indonesian Income Tax, Singapore Income Tax. 

 
Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan sejarah 
dan pengaturan tax unit Pajak Penghasilan bagi wajib pajak perempuan antara 
Indonesia dan Singapura. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, 
yaitu menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan hasil penelitian. Jenis data 
yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara dan data 
sekunder yang bersumber dari bahan pustaka. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan 
menghasilkan kesimpulan bahwa perbedaan pengaturan Pajak Penghasilan bagi 
Wajib Pajak perempuan antara Indonesia dan Singapura tampak dari aspek sejarah 
dan tax unit. Singapura mendasarkan kerangka awal pengaturan Pajak 
Penghasilannya berdasarkan Hukum Inggris, sementara Indonesia mendasarkan 
kerangka awal pengaturan Pajak Penghasilannya berdasarkan Hukum Belanda. 
Selain itu, Singapura menerapkan individual unit, sementara Indonesia 
menerapkan family unit dalam pengaturan tax unit Pajak Penghasilan.  
Kata Kunci: Wajib Pajak Perempuan, Pajak Penghasilan Indonesia, Pajak 
Penghasilan Singapura. 
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A.​ Pendahuluan  
Tahun 2022 yang lalu, Indonesia sukses menyelenggarakan Konferensi 

Tingkat Tinggi (KTT) G20. G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang 
terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa.2 G20 yang terlaksana di Bali tersebut 
mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, yang diusung oleh 
Indonesia sebagai presidensi KTT tahun 2022. Salah satu agenda dalam 
pembahasan tersebut adalah mengenai Perpajakan Berbasis Gender atau Gender 
Based Taxation (GBT).3 Berkaitan dengan Gender Based Taxation, gagasan 
utamanya adalah penerapan keistimewaan pajak secara khusus kepada perempuan. 
Meskipun wacana ini terus didorong, sampai saat ini belum ada definisi universal 
mengenai Gender Based Taxation. Namun, secara umum, Gender Based Taxation 
merupakan kebijakan perpajakan yang memberikan afirmasi melalui 
keistimewaan yang lebih pada perempuan. Proposal Gender Based Taxation 
diajukan karena dinilai lebih memenuhi aspek keadilan perpajakan bagi 
perempuan maupun laki-laki.  

Dalam publikasinya, Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) sendiri telah menyerukan pentingnya sistem pajak berbasis 
gender (wise gender). Mengembangkan kerangka perpajakan berbasis gender 
tidak hanya berkaitan dengan persoalan ketidakadilan, melainkan juga dapat 
menjadi upaya mendorong perekonomian secara signifikan4 Inklusivitas ekonomi 
dengan kondisi dimana perempuan dapat berpartisipasi secara penuh penting 
untuk pertumbuhan ekonomi, akan menghasilan struktur ekonomi yang kuat dan 
tangguh, dan akan krusial dalam menghadapi momen krisis seperti pandemi 
COVID-19. Penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan kesetaraan gender dan 
mengurangi diskriminasi berbasis gender dapat menghasilkan manfaat ekonomi 
yang besar, dengan meningkatkan sumber daya manusia, membuat pasar tenaga 
kerja dan produk lebih kompetitif, dan meningkatkan produktivitas.5 Bahkan, Sri 
Mulyani dalam acara “Woman in Tax: Peran Perempuan dalam Perpajakan 
Indonesia” pada tahun 2021 yang lalu menyampaikan bahwa secara global apabila 
ekonomi memberikan peranan yang sama atau kesempatan yang sama untuk 

5 Ibid.  

4 OECD, Tax Policy and Gender Equality: A Stocktake of Country Approaches (OECD 
Publishing, 2022). https://doi.org/10.1787/b8177aea-en. 

3 Herry Setyawan. “Issue Perpajakan Internasional Dalam Presidensi G20 Tahun 2022 #1.” 
Komwasjak.Kemenkeu.go.id. 
https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/issue-perpajakan-internasional-dalam-presidensi-g20-
tahun-2022 (diakses 12 Juni 2023) 

2 Luthfia Ayu Azanela. “Apa Itu G20, Sejarah, Tujuan, dan Profil Negara Anggotanya.” 
Kompas.com. 
https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/27/143000165/apa-itu-g20-sejarah-tujuan-dan-profil
-negara-anggotanya?page=all (diakses 12 Juni 2023) 
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perempuan dalam berkontribusi, maka perekonomian global bisa meningkat 
US$12 triliun lebih besar di 2025.6 

Namun demikian, telah banyak penelitian yang mengevaluasi sistem pajak 
karena memunculkan bias gender baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Bias eksplisit, paling sering terkait dengan Pajak Penghasilan pribadi (PPh).7 Bias 
implisit, terjadi bahkan jika sistem pajak seolah-olah netral dan tidak 
membedakan dengan tegas antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, bias 
implisit muncul ketika sistem pajak yang netral berinteraksi dengan perbedaan 
karakteristik ekonomi yang mendasari perbedaan perilaku antara laki-laki dan 
perempuan – termasuk tingkat pendapatan, partisipasi angkatan kerja, konsumsi, 
kepemilikan, kewirausahaan, tabungan, moral pajak dan kepatuhan – yang 
berimplikasi pada menguatnya bias gender.8 Semakin banyak penelitian 
menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem pajak yang tidak menyertakan bias 
gender yang terbuka, bias gender implisit tetap terjadi karena interaksi sistem 
pajak dengan perbedaan sifat dan tingkat pendapatan yang diperoleh laki-laki dan 
perempuan, keputusan konsumsi, kepemilikan properti dan kekayaan, dan dampak 
dari harapan sosial yang berbeda pada pembayar pajak pria dan wanita.9  

Berdasarkan evaluasi tersebut, penting bagi setiap negara untuk 
mempertimbangkan aspek keadilan gender dalam kebijakan perpajakannya. Adam 
Smith dalam bukunya “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations” telah menunjukan bahwa salah satu asas yang harus menjadi landasan 
suatu kebijakan perpajakan ialah asas keadilan.10 Adam Smith menekankan bahwa 
dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama 
pula. Sejalan dengan teori tersebut, John Rawls mengemukakan dua prinsip utama 
keadilan yang dikenal dengan The Liberty Principle dan The Difference 
Principle.11 Prinsip pertama menekankan bahwa setiap orang memiliki hak dan 
kebebasan individual yang sama, sedangkan prinsip kedua menyatakan bahwa 
ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama 
adalah setiap orang harus mendapatkan kesempatan yang setara. Sedangkan syarat 
yang kedua adalah ketidaksetaraan tersebut harus memberi manfaat 

11 Colin Farrelly, 2021, “Taxation and Distributive Justice”, Political Studies Review, Vol.2 
(2004): 197. 

10 Bangkit Cahyono, “Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham Di 
Bursa”, Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business), No, 2 (2) (2021):75-83. 
https://doi.org/10.55336/jpb.v2i2.36  

9 OECD, op. cit. hlm. 6. 
8 Ibid. 

7 Janet G. Stotsky, 1996, Gender Bias in Tax Systems, IMF Working Paper, hlm. 232. 
https://papers.ssrn.com/abstract=882995  (diakses 13 Juni 2023) 

6 Lynda Hasibuan. “Sri Mulyani Bicara Perlakuan Pajak kepada Perempuan dan Lelaki”. CNBC 
Indonesia.com. 
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210421194926-4-239750/sri-mulyani-bicara-perlakuan-
pajak-kepada-perempuan-lelaki (diakses 26 Oktober 2023) 
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sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Gender 
Based Taxation adalah konsep perpajakan yang menekankan mengenai aspek 
keadilan gender dalam perpajakan.  
Inisiasi penerapan Gender Based Taxation di Indonesia dapat dilihat dalam 
regulasi perpajakan saat ini. Meskipun demikian, Indonesia belum 
mengembangkan regulasi perpajakan berbasis gender secara komprehensif.12 
Sebagai contoh, berdasarkan regulasi perpajakan di Indonesia, perempuan dapat 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam ketentuan PP Nomor 74 
Tahun 2011 diatur bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan 
subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Namun 
demikian, kebijakan tersebut justru masih memunculkan bias gender. Dalam PP a 
quo juga diatur bahwa wanita yang telah menikah dapat memilih status 
perpajakannya sendiri untuk mengikuti suami atau melaksanakan hak dan 
kewajibannya sendiri. PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
PMK-101/PMK.010/2016 diatur senilai Rp54 juta. Pada dasarnya, PTKP diatur 
dengan menghitung kebutuhan dasar. Faktanya, kebutuhan dasar laki-laki dan 
perempuan berbeda mengingat kebutuhan yang lebih kompleks.13 Hal ini 
menunjukan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan pajak belum 
mempertimbangkan perspektif gender. Selain itu, perempuan di 
negara berkembang, termasuk Indonesia, cenderung membeli lebih banyak barang 
dan jasa yang mempromosikan kesehatan, pendidikan dan gizi dibandingkan 
dengan laki-laki sehingga menimbulkan bias gender dalam penarikan Pajak 
Penghasilan karena pola konsumsi yang berbeda dengan laki-laki. Hal ini 
menunjukan bahwa Indonesia belum mengembangkan regulasi perpajakan 
berbasis gender secara komprehensif.14  

Adapun dalam rezim hukum Pajak Penghasilan saat ini, suami yang 
menjalankan kewajiban perpajakan termasuk kepunyaan istri berdasarkan unit 
perpajakan family unit.15 Penghasilan suami istri dianggap final, dan oleh 
karenanya cukup dilaporkan satu SPT dalam satu NPWP. Namun demikian, 
dimungkinkan pula suami istri menanggung perpajakan berdasarkan konsep 
individual unit dalam hal terjadi perjanjian Pisah Harta dan adanya kehendak dari 
istri untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (Manajemen 
Terpisah). Apabila seorang istri menggunakan konsep pembayaran perpajakan 
berdasarkan individual unit, maka sejatinya akan membawa konsekuensi yang 
berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Apabila keluarga memilih menggunakan 

15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008  

14 Lokataru. “Tax Briefing No. 3 – Gender Based Taxation”. Lokataru.id. 
https://lokataru.id/tax-briefing-series-no-3-gender-based-taxation/. (diakses 30 November 2023. 

13 OECD, op. cit. hlm. 6. 

12 Lokataru. “Tax Briefing No. 3 – Gender Based Taxation”. Lokataru.id. 
https://lokataru.id/tax-briefing-series-no-3-gender-based-taxation/. (diakses 30 November 2023. 
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individual unit dalam pembayaran Pajak Penghasilan, status kawin dan PTKP 
untuk tanggungan keluarga otomatis menjadi komponen PTKP untuk 
penghitungan PPH terutang suami yang menjadi kepala keluarga, termasuk 
apabila istrinya tidak berpenghasilan. Sementara itu, apabila istri yang menjadi 
kepala keluarga dan suaminya tidak berpenghasilan, ia dibebankan mengurus 
surat keterangan tertulis apabila menghendaki komponen PTKP kawin dan PTKP 
tanggungan keluarga. Hal ini diatur di dalam dalam Pasal 11 Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor KEP- 02/PJ/1995 sebagaimana diubah terakhir dengan 
PER-31/PJ/2012 bahwa besaran PTKP bagi karyawati kawin adalah sebesar 
PTKP untuk dirinya sendiri dan dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan 
keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya 
kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh 
penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP 
untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan 
sepenuhnya. Apabila komponen tersebut tidak berhasil diklaim, otomatis PTKP 
yang digunakan adalah PTKP bagi dirinya sendiri yang berimplikasi pada 
semakin besarnya tanggungan Pajak Penghasilan terutang.  
Hal ini tentunya akan menambah beban atau biaya yang dikorbankan oleh 
perempuan kawin yang menjalankan peran sebagai pencari nafkah utama dala 
keluarga. Adanya perbedaan perlakuan ini menunjukan bahwa dalam konstruksi 
hukum Indonesia saat ini masih menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga 
yang bertugas mencari nafkah. Alih- alih mengakomodir perbedaan kebutuhan 
dasar antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya sebagai 
faktor penting untuk menghitung PTKP, pengaturan Pajak Penghasilan di 
Indonesia saat ini justru menambah beban yang harus ditanggung perempuan 
untuk mengklaim komponen PTKP kawin dan tanggungan apabila menjalankan 
peran sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Akibatnya, perempuan harus 
menanggung beban yang lebih besar jika menjadi kepala keluarga dibandingkan 
dengan suami. 
Berbeda dengan Indonesia, Singapura cenderung lebih progresif dalam 
mengakomodir Gender Based Taxation dalam sistem perpajakannya. Terdapat 
berbagai program pengurangan pajak, keringanan pajak, dan potongan pajak yang 
tersedia untuk Pajak Penghasilan (PPh) di Singapura yang meringankan beban 
perempuan dalam pembayaran pajak. Sebagai contoh, di Singapura, terdapat 
pengaturan mengenai Working Mother’s Child Relief (WMCR) yang merupakan 
kebijakan pemberian keringanan Pajak Penghasilan yang dapat diterima oleh ibu 
bekerja jika anak mereka adalah Warga Negara Singapura.16 Berbeda dengan 

16 Angela Koo. “Complete Guide to Understanding The Working Mother’s Child Relief 
(WMCR) to Support Mums in The Workforce”. Dollarandsense.com.  
https://dollarsandsense.sg/complete-guide-understanding-working-mothers-child-relief-wmcr-su
pport-mums-workforce/ . (diakses 12 Oktober 2023). 
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Parenthood Tax Rebate (PTR) yang hanya dapat diklaim satu kali, WMCR dapat 
diklaim untuk setiap Tahun Penilaian selama kriteria kualifikasi terpenuhi.17  

Penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan kesetaraan gender dan 
mengurangi diskriminasi berbasis gender dapat menghasilkan manfaat ekonomi 
yang besar, dengan meningkatkan stok modal manusia, membuat tenaga kerja dan 
pasar produk lebih kompetitif, dan meningkatkan produktivitas.18 Dalam hal ini, 
tax policy diharapkan mampu menambal persoalan gender selama ini untuk 
memenuhi aspek keadilan. Sistem pajak yang mengarusutamakan gender akan 
menghasilkan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang egaliter dan 
berkeadilan, sehingga bukan tidak mungkin akan berimplikasi pada perbaikan di 
berbagai sektor, seperti keterbukaan akses pekerjaan bagi perempuan, hingga 
adanya jaminan sosial bagi perempuan dalam menghadapi kondisi-kondisi yang 
rentan seperti saat melahirkan. Oleh karena hal-hal di atas, dalam penelitian 
hukum ini penulis meneliti mengenai perbandingan hukum Pajak Penghasilan 
(PPh) bagi wajib pajak perempuan antara Indonesia dan Singapura.  

Adapun dalam penelitian ini, Penulis mengajukan dua rumusan masalah, 
yakni 1) Bagaimana sejarah pengaturan Pajak Penghasilan di Indonesia dan 
Singapura?; 2) Bagaimana perbedaan pengaturan Pajak Penghasilan Singapura 
ditinjau dari aspek tax unit?.Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif, 
yaitu menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan hasil penelitian. Jenis data 
yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara dan data 
sekunder yang bersumber dari bahan pustaka. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis menggunakan metode kualitatif. 

 
B.​ Analisis 

1.​ Sejarah Pengaturan Pajak Penghasilan di Indonesia dan Singapura 

Sebagai piranti perbelanjaan yang digunakan secara terus menerus 
oleh rumah tangga negara, pajak telah dikenal sejak zaman sebelum 
Masehi.19 Pada zaman kuno, dikenal konsep pungutan yang sifatnya 
wajib dalam bentuk hasil kerja maupun hasil bumi oleh raja, dewa, 
kaisar, penguasa, atau pemimpin tertinggi kepada rakyat yang disebut 
upeti. Di Indonesia, konsep upeti mulai ditinggalkan seiring berakhirnya 
era peradaban kerajaan Hindu-Budha dan beralih kepada konsep pajak 
yang diperkenalkan oleh penjajah. Pada zaman penjajahan, mulai 

19 Salamun Alfian Tjakradiwirja, 1991, Citra Pajak dan Upaya Pembaruan, Bina Rena Pariwara, 
Jakarta, hlm. 30. 

18 OECD. Op. Cit.  
17 Ibid.  
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diberlakukan pungutan pajak secara terstruktur, tersistem, terlembaga, 
dan konsisten, salah satunya pungutan Pajak Penghasilan. 

Tonggak awal pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai 
dengan adanya tenement tax (huistaks) pada tahun 1816, yang 
merupakan sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka 
yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau 
banggunan.20 Pajak ini diciptakan pada masa kepemimpinan Thomas 
Stamford Raffles ketika penjajahan Inggris. Pada periode ini sampai 
tahun 1908, belum ada uniformitas perpajakan yang ditandai dengan 
adanya perbedaan perlakukan perpajakan terhadap pribumi dan orang 
eropa. Tercatat hanya ada beberapa jenis pajak yang hanya dikenakan 
terhadap orang Eropa seperti patent duty, sebaliknya ada pula business 
tax untuk orang pribumi.  

Pada tahun 1908, Pajak Penghasilan (inkomstenbelasting) secara 
resmi diperkenalkan untuk menggantikan pajak yang dikenal sebagai 
pajak hak paten (patenrechtbelasting).21 Pajak paten merupakan pajak 
yang dikenakan terhadap orang Eropa senilai 2 persen dari total 
pendapatan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah 
Hindia Belanda. Ketika pajak tersebut diubah menjadi Pajak 
Penghasilan, tarif pajak direstrukturisasi untuk menyesuaikan 
perkembangan ekonomi terbaru dan kondisi hidup rata-rata kekayaan 
orang Eropa. Pajak ini kemudian dihapuskan pada tanggal 1 Januari 
1920 ketika sistem Pajak Penghasilan terpadu mulai diterapkan di 
seluruh Nusantara.  Dengan kata lain, reformasi Pajak Penghasilan 
terjadi pada tahun 1920.22 Sistem Pajak Penghasilan terpadu diterapkan 
melalui asas “unifikasi” yang menyebabkan dualisme yang selama ini 
ada dihilangkan dengan diperkenalkannya General Income Tax melalui 
Ordonansi Pajak Pendapatan yang Dibaharui Tahun 1920 (Ordonantie 
op de Herziene Inkomstenbelasting 1920, Staatsblad 1920 1921, No.312 
atau Ordonansi Pajak Pendapatan 1920) yang berlaku baik bagi 
penduduk pribumi, orang Asia, maupun orang Eropa.23 Ordinasi Pajak 
Pendapatan 1920 tersebut kemudian diubah dan disempurnakan lagi 
pada tahun 1932, 1935, dan 1944 oleh pemerintah Hindia Belanda yang 
juga berlaku di masa awal kemerdekaan Indonesia.  

23 Abdul Wahid, Op. Cit. hlm. 49 

22 M. Farouq S., 2018, Hukum Pajak di Indonesia Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di 
Bidang Perpajakan, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 17. 

21 Abdul Wahid, 2021, Politik Perpajakan Kolonial di Indonesia: Antara Eksploitasi dan 
Resistensi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 47. 

20 Adrian Sutedi Op. Cit. hlm. 52 
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Reformasi menyeluruh terhadap aturan sistem pajak di Indonesia 
dilakukan pada tahun 1984. Adapun reformasi tersebut dilakukan atas 
beberapa alasan. Pertama, kerangka perpajakan yang diterapkan saat itu 
merupakan produk kolonial yang digunakan untuk memenuhi tujuan 
penjajah.24 Sementara itu, Indonesia merupakan negara merdeka yang 
memiliki cita-cita dan tujuannya perekonomian nasionalnya sendiri. 
Kedua, adanya aspek penerimaan negara yang perlu dioptimalisasi 
untuk membiayai pembangunan nasional.25 Ketiga, undang-undang yang 
berlaku pada saat itu dianggap sulit dimengerti oleh wajib pajak. Oleh 
karena hal-hal tersebut, reformasi perpajakan dilakukan dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan. Reformasi perpajakan tersebut memberi dampak yang 
besar bagi wajib pajak di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari dari 
adanya penyederhanaan struktur sistem pajak yang mencakup jumlah 
dan jenis pajak, tata cara pemungutan, dan tarif pajak serta 
penerapan self-assessment system terkait penghitungan PPh yang 
dilakukan oleh wajib pajak.26 Sampai saat ini, tercatat undang-undang 
tersebut sudah diubah sebanyak tujuh kali.  

Sementara itu, sejarah pengaturan Pajak Penghasilan di Singapura 
sedikit lebih berbeda dengan Indonesia. Pasca berakhirnya Perang Dunia 
II, negara-negara peserta perang membutuhkan sumber pendapatan baru 
untuk membangun infrastrukturnya kembali akibat perang. Hal ini 
menjadi salah satu faktor pendorong diberlakukannya Pajak 
Penghasilan. Pada tahun 1947, Pajak Penghasilan diterapkan di bawah 
pemerintahan kolonial Inggris. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang 
diterapkan pada masa kolonial Inggris menggunakan model teritori 
kolonial Pajak Penghasilan 1922 (Model Colonial Territories Income 
Tax Ordinance 1922), dimana hukum pajak seperti ini juga diterapkan di 
negara Australia, New Zealand, Afrika Selatan dan Malaysia.  Sejak 
kemerdekaannya pada tahun 1965, Singapura telah menerapkan 
kebijakan industrialisasi yang pesat dan membangun basis industri yang 
berorientasi ekspor untuk merangsang pertumbuhan dan lapangan kerja. 
Oleh karena itu, industri padat karya didorong melalui kebijakan insentif 
perpajakan pada dekade 1960-an melalui Undang-Undang Insentif 
Ekspansi Ekonomi yang disahkan pada tahun 1967. Melalui ketentuan 
dalam undang-undang ini, perusahaan yang berhasil meningkatkan 
volume ekspor mereka akan memperoleh keringanan pajak sebesar 90% 

26 S. Munawir,1990, Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, hlm.106. 
25 Ibid. hlm. 6. 
24 Rochmat Soemitro, 1985, Pajak Penghasilan, PT Eresco, Jakarta, hlm. 5. 
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dari pertumbuhan pendapatan ekspor mereka. Selain itu, bunga yang 
harus dibayarkan atas pinjaman luar negeri yang diberikan kepada 
perusahaan industri lokal tidak dikenai pajak.  

Pada tahun 1986, pemerintah memberlakukan reformasi 
perpajakan sebagai upaya meningkatkan daya saing Singapura sebagai 
negara tujuan investasi melalui perubahan kebijakan terkait insentif dan 
perpajakan. Pada tahun 1987, pemerintah menurunkan pajak perusahaan 
yang semula 40% menjadi 33%. Tujuan kebijakan ini adalah untuk 
membatasi masuknya tenaga kerja asing tak terdidik ke Singapura, serta 
meminimalisir gejolak sosial akibat besarnya tenaga kerja asing.  
Kebijakan ini berhasil membuat daya saing sektor perekonomian 
nasional Singapura meningkat.  

Pada dekade 1990-an, terjadi perubahan besar dalam kebijakan 
perpajakan Singapura. Terjadi pergeseran kebijakan perpajakan dari 
yang semula difokuskan ke de dalam pajak langsung, dialihkan menjadi 
pajak tidak langsung melalui penerapan pajak barang dan jasa (Goods 
and Services Tax (GST)). Pajak barang dan jasa merupakan pajak yang 
dikenakan pada konsumsi dalam negeri dan berlaku untuk semua barang 
dan jasa yang disediakan di Singapura, kecuali layanan keuangan dan 
properti tempat tinggal. Selama periode ini, terdapat tren penurunan tarif 
pajak bagi perusahaan dan individu yang semakin meningkat.  

Selanjutnya, pada tahun 2000-an, pemerintah Singapura terus 
mendorong investasi asing dan pekerja luar negeri untuk memasuki 
dunia bisnis Singapura. Hal ini dilakukan dengan adanya kebijakan 
penurunan tarif pajak yang dibatasi sebesar 17% untuk badan dan 20% 
untuk inividu. Periode ini juga ditandai dengan munculnya berbagai 
kebijakan insentif perpajakan terhadap kelompok tertentu, salah satunya 
kelompok perempuan pekerja. Sampai saat ini, Undang-Undang Pajak 
Penghasilan 1947 (Income Tax Act 1947) yang telah mengalami 
perubahan berulang kali masih berlaku. 

2.​ Perbedaan Pengaturan Pajak Penghasilan Singapura Ditinjau dari 
Aspek Tax Unit dan Tax Expenditure 

Keterkaitan perpajakan dengan ketimpangan gender merupakan 
topik diskusi dan penelitian yang terus berkembang di seluruh dunia. 
Dalam perkembangannya, terdapat berbagai model kerangka konseptual 
yang digunakan untuk meneliti dampak pengaturan perpajakan terhadap 
ketimpangan gender yang terjadi. Selanjutnya, ditentukan indikator 

226 



 
 

Jurnal Law and Taxation Volume 1 Nomor 2 Tahun 2025 ︱218–243  

dasar sebagai tolak ukur akomodasi kepentingan perempuan dalam 
pengaturan Pajak Penghasilan baik di Indonesia dan Singapura. Menurut 
OECD, dalam melakukan reformasi perpajakan, desain perpajakan yang 
dibuat oleh pemangku kebijakan harus mempertimbangkan beberapa 
indikator dasar, di antaranya adalah27: 

1)​ Konsep dasar Pajak Penghasilan (tax base comprehensive 
income tax versus dual or semi-dual income tax versus flat 
personal income tax) 

2)​ Unit pemajakan (tax unit)  

3)​ Kerangka tarif (rate schedule) 

4)​ Kebijakan tax expenditure  

5)​ Dampak inflasi 

6)​ Pengaruh reformasi Pajak Penghasilan terhadap manfaat 
pajak secara keseluruhan sistem 

7)​ Kepatuhan pajak dan administrasi perpajakan 

Selain itu, penelitian juga menunjukan bahwa tax unit dan tax 
benefits/tax expenditure memiliki pengaruh dalam memperburuk atau 
mendorong kesetaraan gender28 Diskriminasi/bias gender secara 
eksplisit dapat dilacak dalam Pajak Penghasilan yang berlaku untuk 
individu atau unit keluarga (tax unit), sehingga lebih mudah menilai 
perbedaan perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. 
Lebih lanjut, diskriminasi/bias eksplisit juga dapat ditemukan dalam 
pengaturan berbagai pengurangan (deduction), pengecualian 
(exemptions), dan berbagai bentuk tax expenditure lainnya, karena 
kebijakan tax expenditure berpengaruh secara langsung terhadap 
perempuan.29 Oleh karena itu, dalam penelitian ini, Penulis fokus 
membandingkan pengaturan Pajak Penghasilan antara Indonesia dan 
Singapura dalam aspek unit pemajakan. 

Konsekuensi logis dari Pajak Penghasilan yang merupakan jenis 
pajak subjektif adalah kepastian pengaturan mengenai subjek pajak itu 

29 Janet G. Stotsky, 1996, Gender Bias in Tax Systems, IMF Working Paper. 
https://papers.ssrn.com/abstract=882995  
 

28 Hannelore Niesten, 2023, Taxation and Gender in Asia and The Pacific, Asian Development 
Bank. 

27 OECD, 2006, Fundamental Reform of Personal Income Tax, OECD Publishing. 
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sendiri menjadi penting dalam pemungutan Pajak Penghasilan. Dalam 
hal ini, undang-undang suatu negara perlu untuk 
mengidentifikasi person atau entitas yang menjadi subjek pajak untuk 
dua tujuan utama. Pertama, untuk mengalokasikan kewajiban Pajak 
Penghasilan, yaitu siapa yang berkewajiban untuk membayar pajak. 
Kedua, untuk mengidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang bisa 
memiliki penghasilan sehingga diketahui batasan dari entitas yang wajib 
membayar pajak.30 Dalam Pajak Penghasilan orang/pribadi, salah satu 
isu yang paling krusial adalah penentuan/identifikasi orang yang 
bertanggung jawab atas suatu pengenaan pajak dalam suatu unit 
pemajakan. Unit pembayar pajak inilah yang berkewajiban untuk 
membayar pajak kepada otoritas pajak.31 

Pada Zaman Romawi telah diperkenalkan gagasan unitas personae 
dan pater familias dalam sistem perpajakan. Gagasan tersebut 
menempatkan perempuan yang menikah sebagai bagian dari laki-laki 
(suami) dalam urusan kepemilikan harta maupun kepentingan 
perpajakan.32 Lebih lanjut, baik dalam tradisi Common Law  maupun 
tradisi Civil Law, perempuan sama-sama dianggap kehilangan kapasitas 
untuk diperlakukan sebagai individu yang dapat dikenai perpajakan 
yang terpisah dengan suami, sehingga keluarga diperlakukan sebagai 
unit perpajakan tunggal (marital unit). Dalam perkembangannya muncul 
perdebatan mengenai isu ketidakadilan karena penggabungan tersebut 
berpotensi menimbulkan kerugian pada perempuan yang menikah 
karena harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi.33 Ini 
dikarenakan sifat progresif tarif Pajak Penghasilan sehingga 
penambahan penghasilan istri kepada penghasilan suami berpotensi 
membawa penghasilan gabungan ke level penghasilan lebih tinggi yang 
dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif lebih tinggi.34 Pandangan 
tersebut muncul pada rentang tahun 1940-1960 dimana diskursus 
tentang kedudukan perempuan dalam sistem perpajakan mulai 
diperhatikan.35 Akibatnya, mulai dipertimbangkan kembali untuk 
membuat unit pemajakan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.  

35 Ibid. hlm. 63. 
34 Ibid.  
33 Ibid.  

32 Yustinus Prastowo, 2014, “Analisis Kebijakan Perpajakan Indonesia terhadap Perempuan dari 
Perspektif Teori Kritis”, Tesis, Universitas Indonesia. 

31 Reuven S. Avi-Yonah, Nicola Sartori, dan Omri Marian, 2011, Global Perspective on Income 
Taxation Law, Oxford University Press, New York., hlm. 67. 

30 Peter Harris, 2015, “IFRS and the Structural Features of an Income Tax Law,” dalam Tax 
Design Issues Worldwide, ed. Geerten M.M Michielse dan Victor Thuronyi, The Netherlands: 
Kluwer Law International, Vol. 2. 
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Dalam diskursus kontemporer, ditinjau dari unit pemajakannya (tax 
unit), sistem pemajakan dalam Pajak Penghasilan orang pribadi dapat 
diklasifikasikan menjadi dua, yakni pemajakan berbasis individu 
(individual taxing unit) dan pemajakan berbasis keluarga (family taxing 
unit). Dalam model pemajakan berbasis individu (individual taxing 
unit), setiap individu dianggap subjek pajak tersendiri yang terpisah 
dengan anggota keluarga yang lain. Dalam perpajakan berbasis individu, 
pemerintah berupaya untuk menyamakan beban pajak pada pasangan 
yang mempunyai total pendapatan yang sama, namun memiliki 
distribusi pendapatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan 
melalui penggunaan tunjangan dan kredit pajak khusus (tax 
expenditure), yang mungkin dapat dipindahtangankan antar pasangan.36 

Dalam model yang kedua, sebuah keluarga dianggap sebagai satu 
kesatuan hukum dan ekonomi yang menempatkan suami sebagai kepala 
keluarga dan kewajiban perpajakan terhadap penghasilan istri 
merupakan tanggung jawab suami. Tujuan utama dari penerapan model 
keluarga adalah untuk meningkatkan keadilan horizontal dan keadilan 
vertikal dalam pengenaan Pajak Penghasilan.37 Meskipun komposisi 
penghasilan yang diterima oleh suatu keluarga berbeda dengan keluarga 
lainnya, tetapi sepanjang total penghasilan yang diterima antar keluarga 
tersebut sama, Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh kedua 
keluarga tersebut tetap pada level yang sama.38 Negara-negara OECD 
belakangan mulai beralih dari sistem perpajakan berbasis keluarga 
(family unit) menjadi berbasis individu (individual unit).  

Unit pemajakan berbasis individu dan keluarga memiliki implikasi 
dan karakteristiknya masing-masing. Meskipun banyak pajak ahli teori 
berpendapat bahwa individu adalah unit pajak yang paling tepat untuk 
digunakan dalam sistem Pajak Penghasilan, sejatinya tidak ada 
konsensus yang mengikat mengenai masalah ini. Pilihan dalam 
menerapkan sistem unit pemajakan merupakan tarik ulur antara 
kepentingan kesetaraan di antara laki-laki dengan perempuan dan 
kepentingan menghindari permasalahan sektor perpajakan berkaitan 
dengan atribusi pendapatan non-tenaga kerja di satu sisi dan penyediaan 
insentif pasar tenaga kerja bagi pencari nafkah kedua dan tidak 
mendistorsi keputusan perkawinan di sisi lain.39  

39 OECD, 2006, Fundamental Reform of Personal Income Tax, OECD Publishing , hlm. 54. 
38 Darusalam, Op. Cit. 
37 Ibid. 
36  OECD, 2006, Fundamental Reform of Personal Income Tax, OECD Publishing, hlm. 54. 
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Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pada awalnya unit pemajakan 
berbasis keluarga menjadi kebijakan yang diambil banyak negara dalam 
tradisi Common Law maupun Civil Law. Perubahan terhadap unit 
pemajakan berbasis keluarga menjadi berbasis individu baru muncul di 
era abad 20. Sebagai contoh, Inggris, sebagai negara pertama yang 
memperkenalkan Pajak Penghasilan pertama kali pada tahun 1799, 
membutuhkan waktu 190 tahun untuk mengganti sistem pemajakan 
berbasis keluarga menjadi berbasis individu. Oleh karena itu, pemilihan 
sistem unit pemajakan merupakan kebijakan hukum terbuka, sehingga 
akan dipengaruhi oleh legal culture atau konstruksi budaya di negara 
tersebut, apakah suatu negara telah mengakomodir kepentingan gender 
lebih jauh.40 Selanjutnya, akan dibahas mengenai perbedaan pengaturan 
unit pemajakan Pajak Penghasilan di Indonesia dan Singapura serta 
analisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut.  

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, Indonesia telah 
beberapa kali melakukan perubahan pengaturan Pajak Penghasilan. 
Sejak reformasi perpajakan yang ditandai dengan pengesahan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada 
tahun 1983, tercatat terdapat beberapa kali perubahan pengaturan unit 
pemajakan (tax unit) sampai saat ini. Sistem family unit pertama kali 
diterapkan melalui ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang a quo, 
yang mengatur bahwa:  

(1)​“Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada 
awal tahun pajak, begitu pula kerugian dari tahun-tahun 
sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (3), dianggap sebagai penghasilan atau 
kerugian suaminya, kecuali penghasilan istri dari pekerjaan 
yang telah dipotong pajak berdasarkan Pasal 21 dan yang tidak 
ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga 
lainnya.” 

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang a quo juga 
diatur bahwa penghasilan anak belum dewasa yang bukan dari pekerjaan 
dan penghasilan dari pekerjaan yang ada hubungannya dengan usaha 
anggota keluarga lainnya, digabung dengan penghasilan orang tuanya. 
Kedua pengaturan tersebut menganut konsep marital aggregation, 
sehingga penghasilan dan kerugian istri yang bekerja serta anak yang 
belum dewasa digabung dengan penghasilan suami sebagai kepala 

40 Hasil Wawancara dengan Bapak Ardianto Dwi Nugroho, S.H., Adv. LLM., LL.C. selaku dosen 
Departemen Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 7 Maret 
2024. 
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keluarga. Implikasinya, dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 
Pajak Penghasilan dalam suatu keluarga dilakukan melalui satu NPWP 
milik suami sebagai kepala keluarga. Adapun terdapat pengecualian 
yang diatur di dalam penjelasan Pasal a quo, dimana penggabungan 
penghasilan tidak dilakukan dalam hal penghasilan istri diperoleh dari 
pekerjaan sebagai karyawati, atau suami memperoleh penghasilan 
semata-mata dari pekerjaan sebagai karyawan, dan atas penghasilan 
dimaksud telah dipotong pajak berdasarkan Pasal 21, kecuali apabila 
penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang ada hubungannya 
dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya.  

Sistem family unit masih dipertahankan dalam perubahan 
Undang-Undang a quo pada melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1991 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan pertama kali terjadi pada 
tahun 1994 ketika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak 
Penghasilan disahkan. Dalam Undang-Undang a quo, ditambahkan dua 
ayat dalam Pasal 8 sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1)​Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah 
kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun 
pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun 
sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai 
penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan 
tersebut semata-mata diterima atau diperolehdari 1 (satu) 
pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan 
ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada 
hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau 
anggota keluarga lainnya. 

(2)​Penghasilan suami-isteri dikenakan pajak secara terpisah 
apabila: 

a.​ suami-isteri telah hidup berpisah; 
b.​ dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan 

perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. 
(3)​Penghasilan neto suami-isteri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dikenakan pajak berdasarkan penggabungan 
penghasilan neto suami-isteri, dan besarnya pajak yang harus 
dilunasi oleh masing--masing suami-isteri dihitung sesuai 
dengan perbandingan penghasilan neto mereka. 

(4)​Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan 
penghasilan orang tuanya, kecuali penghasilan dari pekerjaan 
yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang 
mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (4) huruf c. 
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Ketentuan ayat (2) tersebut mengatur mengenai kondisi dimana 
pengenaan Pajak Penghasilan berbasis individual unit dapat 
diberlakukan, yakni apabila suami-isteri telah hidup berpisah dan 
dikehendaki oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta 
penghasilan. Ketentuan a quo menjadi pilihan terbatas bagi istri yang 
ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya secara terpisah dengan 
suaminya. Selain itu, dalam ketentuan ayat (3) tersebut diakomodir pula 
konsep separation with progression, dimana dalam hal istri memiliki 
NPWP sendiri karena adanya perjanjian pemisahan harta suami-istri, 
penghitungan pajak dilakukan dengan cara menggabungkan penghasilan 
untuk kemudian dihitung beban pajak secara proporsional berdasarkan 
penghasilan masing-masing. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 8 ayat (2) 
tersebut diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008 tentang Perubahan Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan 
ditambahkannya satu klausul baru mengenai pengenaan pajak secara 
terpisah antara suami-istri, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

“Penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah apabila:  

a.​ suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim; 
b.​ dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan 

perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau 
c.​ dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan 

kewajiban perpajakannya sendiri.” 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat tiga kondisi yang 
memungkinkan perempuan/istri untuk melakukan kewajiban 
perpajakannya sendiri secara terpisah dengan laki-laki/suami (individual 
unit). Pertama, apabila suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan 
putusan hakim. Kondisi ini dapat terjadi apabila terjadi perceraian 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(HB). Konsekuensinya, penghasilan yang dihitung dan dilaporkan 
merupakan penghasilan neto masing-masing. Kedua, apabila suami-istri 
melakukan Pisah Harta (PH) dan penghasilan berdasarkan perjanjian. 
Ketiga, apabila istri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban 
perpajakannya sendiri atau biasa disebut Manajemen Terpisah (MT). 
Baik Pisah Harta maupun Manajemen Terpisah, memiliki implikasi yang 
sama terhadap hak dan kewajiban perpajakan suami-istri, yakni 
penghitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan 
neto suami-istri dan masing-masing memikul beban pajak sebanding 
dengan besarnya penghasilan neto. Perbedannya adalah Pisah Harta 
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(PH) dilakukan berdasarkan perjanjian di antara kedua pihak, sementara 
Manajamen Terpisah (MT) tidak.  

Selain itu, terdapat pula kondisi dimana dalam suatu keluarga, istri 
yang menjadi kepala keluarga. Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 
PER - 19/PJ/2014 yang mengatur mengenai SPT, terdapat pengaturan 
mengenai Kepala Keluarga dalam status perkawinan (KK). Dengan 
demikian, dalam kolom SPT, terdapat empat pilihan kolom status 
perpajakan suami-istri, yakni kolom status Kepala Keluarga (KK), 
Hidup Berpisah (HB), Pisah Harta (PH), dan Manajemen Terpisah 
(MT). By default hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia dilakukan 
oleh suami. Akibatnya, suatu keluarga hanya perlu satu NPWP milik 
suami. Namun demikian, dalam kondisi tertentu yang menyebabkan 
suami tidak berpenghasilan dan istri menjadi tumpuan penghasilan 
dalam suatu keluarga, seorang istri dapat mengajukan diri untuk 
memperoleh status Kepala Keluarga tersebut dengan tujuan agar dapat 
memperoleh hak dan kewajiban perpajakan yang melekat sebagai 
Kepala Keluarga tersebut. Apabila keluarga memilih menggunakan 
individual unit dalam pembayaran Pajak Penghasilan, status kawin dan 
PTKP untuk tanggungan keluarga otomatis menjadi komponen PTKP 
untuk penghitungan PPH terutang suami yang menjadi kepala keluarga, 
termasuk apabila istrinya tidak berpenghasilan. Sementara itu, apabila 
istri yang menjadi kepala keluarga dan suaminya tidak berpenghasilan, 
ia dibebankan mengurus surat keterangan tertulis apabila menghendaki 
komponen PTKP kawin dan PTKP tanggungan keluarga. Hal ini diatur 
di dalam dalam Pasal 11 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
KEP- 02/PJ/1995 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-31/PJ/2012 
bahwa besaran PTKP bagi karyawati kawin adalah sebesar PTKP untuk 
dirinya sendiri dan dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan 
keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat 
serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak 
menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP 
untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP 
untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Apabila 
komponen tersebut tidak berhasil diklaim, otomatis PTKP yang 
digunakan adalah PTKP bagi dirinya sendiri yang berimplikasi pada 
semakin besarnya tanggungan Pajak Penghasilan terutang. 

Akomodasi sistem individual unit dalam ketentuan di dalam 
Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan tersebut sejalan pula dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
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Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sejak 1983 sampai saat ini 
telah mengatur kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bagi 
wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup 
terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis 
berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Dalam 
ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan yang undang-undang perubahan terbaru yang 
merubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa:  

1)​ Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif 
dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri 
pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak 
dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal a quo, disebutkan bahwa: 

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap 
wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup 
terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara 
tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. 

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri 
untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya 
sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan 
memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan 
kewajiban perpajakan suaminya. 

Dengan demikian, maka terang bahwa Pajak Penghasilan di 
Indonesia menganut sistem unit pemajakan berbasis keluarga (family 
unit) dengan tetap memberikan pilihan bagi keluarga untuk 
melaksanakan kewajiban perpajakan berbasis individu secara terbatas 
(individual unit). Pengaturan terhadap pilihan menerapkan unit 
pemajakan berbasis individu tersebut dilakukan untuk mengakomodasi 
kepentingan wanita kawin yang ingin melaksanakan kewajiban 
perpajakannya sendiri. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sejatinya tax unit merupakan 
pilihan kebijakan yang dapat diputuskan oleh suatu negara dengan 
pertimbangannya masing-masing. Pemilihan unit pemajakan berbasis 
keluarga di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor 
sosial budaya/kultural. Sistem family unit yang diterapkan di Indonesia 
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dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang 
cenderung menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai 
ibu rumah tangga.41 Meskipun batasan peran antara suami dan istri 
dalam suatu keluarga di Indonesia semakin kabur seiring semakin 
berkembangnya peran perempuan, namun budaya yang menempatkan 
laki-laki sebagai sosok pemimpin, pencari nafkah, dan pelindung dan 
istri sebagai sosok yang mengerjakan keperluan rumah tangga termasuk 
mengasuh anak dapat dilacak dalam sejarah masyarakat Indonesia. 
Pandangan ini bahkan telah mengristal sehingga diakomodir dalam 
sumber-sumber hukum yang ada, yakni ketentuan Pasal 31 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
mengatur bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah 
tangga. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur hal yang 
sama. Akibatnya, istri dan anak yang belum dewasa dianggap sebagai 
bagian dari tanggung jawab suami dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakan (unitas personae). Oleh karena itu, sebagaimana yang 
disampaikan oleh Prof. Gunadi, sistem family unit selaras dengan 
budaya sosial indonesia.42 

Kedua, faktor administrasi perpajakan (simplicity). Administrasi 
perpajakan memiliki kaitan yang erat dengan kepatuhan pajak dan 
kepercayaan masyarakat. Data informasi perpajakan yang tidak cukup 
bagus akan lebih mudah jika pengenaan pajaknya didasarkan pada 
sistem family unit.43 Hal ini disebabkan karena pengenaan pajak yang 
menempatkan dalam satu keluarga hanya ada satu penanggung pajak 
akan lebih sederhana dalam mengukur kebenaran penghitungan serta 
mempermudah pengawasan. Misalnya, dalam sebuah keluarga dengan 
administrasi perpajakan yang belum bagus, PTKP anak bisa diklaim 
baik oleh suami maupun istri, sehingga menyebabkan loophole. Selain 
itu, dari sisi wajib pajak, melaporkan satu SPT lebih mudah 
dibandingkan melaporkan dua SPT dalam satu keluarga.44 Indonesia 

44 Hasil Wawancara dengan Bapak Ardianto Dwi Nugroho, S.H., Adv. LLM., LL.C. selaku dosen 
Departemen Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 7 Maret 
2024. 

43 Hasil Wawancara dengan Bapak Syarif Ibrahim Busono Adi selaku Analis Kebijakan Ahli 
Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 19 
Maret 2024. 

42 Gunadi, 2013, Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan (edisi revisi), MUC, Jakarta, hlm. 
89-90. 

41 Hasil Wawancara dengan Bapak Ardianto Dwi Nugroho, S.H., Adv. LLM., LL.C. selaku dosen 
Departemen Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 7 Maret 2024 
dan Ibu Neni Susilawari, S.Sos, M.A selaku dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 
Indonesia pada tanggal 5 Maret 2024. 
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memiliki kompleksitas permasalahan di level teknis mengingat luasnya 
wilayah, banyaknya penduduk, serta dinamisnya aktivitas ekonomi 
sehingga reformasi administrasi perpajakan masih menjadi tantangan 
yang berusaha diatasi bahkan sampai saat ini.  

Ketiga, penegasan terhadap keadilan vertikal dan keadilan 
horizontal.  Keadilan horizontal (horizontal equity) merupakan syarat 
yang menekankan bahwa setiap wajib pajak dengan keadaan yang setara 
harus dikenakan pajak yang setara, sedangkan keadilan vertikal (vertical 
equity) merupakan syarat yang menekankan bahwa setiap wajib pajak 
yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda 
diperlakukan tidak setara. Keadilan horizontal berkaitan dengan prinsip 
ability to pay, sedangkan keadilan vertikal berkaitan dengan penerapan 
tarif pajak progresif. Sejak disahkan pertama kali pada tahun 1983 
sampai saat ini, Indonesia lebih memilih untuk memprioritaskan prinsip 
ability to pay untuk menjaga tarif pajak progresif, dibanding menjaga 
netralitas perkawinan yang digunakan oleh negara yang menganut 
sistem individual.45Sebagai contoh, keluarga A dan B memiliki 
penghasilan 100 juta dalam satu tahun. Perbedaannya, penghasilan 
keluarga A didapatkan oleh suami, sementara istrinya tidak bekerja. 
Sementara penghasilan keluarga B didapatkan oleh suami dan istri. 
Dengan kondisi demikian, dikarenakan kemampuan antara kedua 
keluarga tersebut sama, maka pengenaan pemajakannya juga akan sama, 
sekalipun istri dalam keluarga A tidak bekerja sedangkan dalam 
keluarga B bekerja. Hal ini akan berbeda dalam sistem tax unit berbasis 
individu yang lebih memprioritaskan prinsip netralitas perkawinan. 
Artinya, penghasilan suami ataupun istri tidak akan dipengaruhi oleh 
status perkawinan di antara keduanya. Sebaliknya, prinsip pengenaan 
pajak suami dan istri sama dengan kondisi sebelum perkawinan terjadi. 
Selain itu, untuk tujuan penerimaan negara di Indonesia, family unit 
lebih tepat diterapkan dikarenakan sifat Pajak Penghasilan yang 
progresif.46  

Sama dengan Indonesia, Singapura pada awalnya menerapkan 
sistem family unit sebagai unit pemajakannnya. Dalam ketentuan Pasal 

46 Hasil Wawancara dengan Bapak Ardianto Dwi Nugroho, S.H., Adv. LLM., LL.C. selaku dosen 
Departemen Hukum Pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 7 Maret 
2024. 

45 Hasil Wawancara dengan Bapak Syarif Ibrahim Busono Adi selaku Analis Kebijakan Ahli 
Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 19 
Maret 2024. 
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51 Income Tax Act Singapore yang berlaku pada tahun 1987 
menyebutkan bahwa:  

(1)​Kecuali ditentukan dalam ayat (4), maka penghasilan wanita 
kawin yang tinggal bersama suaminya, menurut 
Undang-undang ini, dianggap sebagai penghasilan suami, 
dan dibebankan atas nama suami dan bukan atas namanya 
maupun atas nama walinya. 

(2)​(a) Jika seorang wanita yang sudah menikah tidak tinggal 
bersama suaminya, maka masing-masing pasangan, sesuai 
dengan tujuan Undang-undang ini, harus diperlakukan 
seolah-olah dia belum menikah. 
(b) Setiap jumlah yang harus dibayar sebagai tunjangan atau 
tunjangan berdasarkan perintah pengadilan atau perjanjian 
pemisahan tertulis atau berdasarkan keputusan perceraian 
harus dikembalikan sebagai pendapatan terpisah dari orang 
yang menerima pembayaran tersebut. 

(3)​Untuk keperluan Undang-undang ini, seorang perempuan 
yang sudah menikah harus diperlakukan sebagai tinggal 
bersama suaminya kecuali: 

a)​ mereka dipisahkan berdasarkan perintah pengadilan yang 
berwenang atau berdasarkan akta pemisahan; 

b)​ mereka pada kenyataannya berpisah dalam keadaan 
sedemikian rupa sehingga perpisahan tersebut kemungkinan 
besar akan bersifat permanen; atau 

c)​ dia (istri) dan suaminya tidak, berdomisili di Singapura. 
(4)​Seorang wanita menikah yang tinggal bersama suaminya 

dapat memilih untuk dibebankan atas namanya sendiri atas 
pendapatan yang diperolehnya dan atas pendapatan 
investasinya (pendapatan selain pendapatan yang diperoleh) 
jika Pengawas Keuangan yakin bahwa pendapatan investasi 
tersebut dapat diatribusikan pada aset dan investasi yang 
diperoleh dari pendapatannya.  

(5)​Untuk maksud ayat (4), penghasilan yang diperoleh seorang 
perempuan yang kawin meliputi segala penghasilan yang 
diperolehnya dari segala perdagangan, usaha, profesi atau 
pekerjaan yang dijalankannya terpisah dari suaminya, serta 
segala penghasilan yang diperolehnya dalam menjalankan 
profesinya sebagai akuntan, advokat dan pengacara, arsitek, 
dokter gigi, insinyur, praktisi kesehatan atau apoteker, dan 
profesi lain apa pun yang disetujui oleh Menteri dan 
diberitahukan dalam Berita, baik sebagai pegawai atau rekan 
suaminya, tetapi simpanan yang diberikan tidak termasuk 
penghasilan apa pun yang diperoleh seorang perempuan yang 
sudah menikah, baik sebagai pekerja maupun bukan, dari 
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perdagangan, usaha, profesi atau pekerjaan apa pun yang 
dijalankan oleh suaminya baik atas usahanya sendiri maupun 
sebagai pasangan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terang bahwa Singapura 
pada awalnya menganut sistem family unit. Selain itu, sama seperti 
Indonesia, diatur pula mengenai pengecualian terhadap penerapan 
sistem tersebut. Dalam hal ini, seorang istri di Singapura dapat menjadi 
individu tersendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakan apabila 
suami-istri telah bercerai, tidak tinggal bersama lagi sehingga 
perpisahaan tersebut kemungkinan besar akan bersifat permanen, atau 
suami-istri tersebut tidak tinggal di Singapura. Apabila kondisi tersebut 
tidak terpenuhi, maka penanggung Pajak Penghasilan dalam suatu 
keluarga adalah suami. Selain itu, di ayat (4) dan (5) ketentuan a quo  
juga mengatur mengenai kondisi dimana seorang istri tetap dapat 
menjadi penanggung pajak terpisah dengan suami, meskipun masih 
tinggal bersama, yakni apabila penghasilan istri tersebut dinilai oleh 
Pengawas Keuangan dapat diatribusikan dalam aset atau investasi milik 
istri. Penghasilan tersebut meliputi segala penghasilan yang diperoleh 
oleh istri dari segala perdagangan, usaha, profesi atau pekerjaan yang 
dijalankan terpisah dari suaminya, serta segala penghasilan yang 
diperoleh dalam menjalankan profesinya.  

Sistem family unit tersebut kemudian bertahan selama beberapa 
dekade kemudian. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterapkan 
di Singapura pada masa kolonial Inggris adalah menggunakan model 
teritori kolonial PPh 1922, dimana hukum pajak yang sama juga 
diterapkan di negara Australia, New Zealand, Afrika Selatan, dan 
Malaysia.47 Hal ini dinilai wajar karena Inggris sendiri merupakan 
negara pertama yang memperkenalkan konsep Pajak Penghasilan dalam 
undang-undang. Harris dalam bukunya yang berjudul  Income Tax in 
Common Law Jurisdiction: From the Origin to 1820 menyebutkan 
bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan sekitar 60 negara di dunia 
dapat dikatakan memiliki gaya atau jenis yang berasal dari atau 
dikaitkan dengan undang-undang pajak penghasilan di Inggris.48 Hampir 
semua negara tersebut mempunyai hubungan kolonial dengan Inggris. 
Banyak Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sekalipun bukan 
merupakan ‘koloni Inggris’, juga dipengaruhi oleh Pajak Penghasilan 

48 Peter Harris, 2006, Income Tax in Common Law Jurisdictions: From the Origins to 1820, 
Kingdom: Cambridge University Press, hlm. 1. 

47 Ajeng Eka Farida dkk, “Reformasi Perpajakan Indonesia dan Singapura: Lüder’s Contingency 
Model”, Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 1 No. 2, hlm. 78 (2018). 
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Inggris pada berbagai tahap, biasanya pada awal mula undang-undang 
tersebut.49 Lebih lanjut, sebagaimana dalam tradisi Common Law, 
ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan di Inggris pada awalnya 
mengatur bahwa keuntungan dari perempuan menikah yang hidup 
dengan suaminya dianggap sebagai keuntungan suami.50 Oleh karena 
itu, maka wajar apabila Singapura pada awalnya juga mengadopsi 
sistem unit pemajakan berbasis keluarga (family unit).  

Sama pula dengan Inggris dan berbagai negara Common Law 
lainnya, Singapura kemudian melakukan perubahan pengaturan unit 
pemajakan Pajak Penghasilan. Jika sebelumnya Singapura menerapkan 
family unit, maka pada tahun 2004, tepatnya melalui Act 49 of 2004, 
Income Tax Act Singapura diubah menjadi individual unit. Dalam 
ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo disebutkan bahwa:  

(1)​Penghasilan seorang wanita yang sudah menikah, 
untuk keperluan Undang-undang ini, harus 
dibebankan atas namanya sendiri. 

Implikasinya, perempuan kawin di Singapura memiliki hak dan 
kewajiban perpajakannya sendiri yang terpisah dengan suami. Ketentuan 
ini kemudian dipertahankan sampai hari ini.  

Perubahan pengaturan unit pemajakan berbasis keluarga (family 
unit) menjadi berbasis individu (individual unit) tersebut dipengaruhi 
oleh berbagai faktor. Pertama, kemajuan admnistrasi perpajakan. 
Selama beberapa dekade terakhir, Singapura telah mengalami 
perkembangan yang signifikan dalam hal stabilitas makroekonomi. 
Kebijakan yang hati-hati telah memperkuat kepercayaan invesor, 
sehingga memfasilitasi masuknya investasi asing dalam jumlah besar. Di 
Singapura, rumusan kebijakan fiskal umumnya dipandu oleh 
pertimbangan jangka panjang, meskipun terkadang posisi siklus 
perekonomian telah mendorong penyesuaian tarif pajak atau tingkat 
pengeluaran dalam anggaran tahunan.51 Pada medio 90-an, meskipun 
pemerintah Singapura telah menyediakan berbagai kebijakan insentif 
dan pembebasan pajak, namun permasalahan administrasi perpajakan 
tetap menjadi salah satu prioritas kebijakan. Pemerintah kemudian 
melakukan restrukturisasi administrasi perpajakan dalam rangka 
memperbaiki efisiensi dan tingkat kepatuhan. Pada tahun 1992, terjadi 

51 Robert G. Carling, “Fiscal and Monetary Policies”, International Monetary Fund.  
50 Yustinus Prastowo, Op. Cit. 
49 Ibid.  
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transformasi otoritas pajak yang sebelumnya disebut sebagai Inland 
Revenue Department (IRD) menjadi Inland Revenue Authority of 
Singapore (IRAS).52 Transformasi tersebut ditandai dengan 
pengorganisasian ulang struktur pegawai dan sistem kerja sehingga 
terjadi peningkatan beban kerja. Selain itu, IRAS juga secara bertahap 
menerapkan sistem self assesment serta mengoptimalkan komputerisasi 
dan otomatisasi proses kerja sehingga meningkatkan penggunaan 
teknologi informasi.53  

Kedua, netralitas status perkawinan. Sebagaimana diurakan pada 
bagian sebelumnya, negara yang menganut sistem individual unit 
berupaya untuk menjaga netralitas perkawinan, dimana pengenaan pajak 
antara suami dan istri tidak akan dipengaruhi oleh status perkawinan di 
antara keduanya. Sebaliknya, prinsip pengenaan pajak suami dan istri 
sama dengan kondisi sebelum perkawinan terjadi. Dalam perpajakan 
berbasis individu, pemerintah berupaya menyamakan beban pajak pada 
pasangan yang mempunyai total pendapatan yang sama tetapi memiliki 
distribusi pendapatan yang berbeda antar pasangan melalui penggunaan 
tunjangan dan kredit pajak khusus. Oleh karena itu, beberapa negara 
dengan perpajakan berbasis orang pribadi mempunyai tunjangan/kredit 
pajak khusus untuk pasangan tanggungan dan/atau tunjangan 
berdasarkan pendapatan keluarga,54 termasuk Singapura.  

Ketiga, kesetaraan peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan 
dalam keluarga berdasarkan hukum perkawinan Singapura. 
Sebagaimana diketahui, Singapura adalah negara bekas koloni Inggris. 
Akibatnya, pada mulanya hukum yang terbentuk di Singapura 
terpengaruh dengan hukum Inggris yang menempatkan laki-laki sebagai 
kepala keluarga dan perempuan hanya berperan dalam urusan rumah 
tangga. Namun demikian, Singapura kemudian meninggalkan 
pandangan kuno tersebut melalui perubahan hukum perkawinan. Hukum 
perkawinan di Singapura terdiri dari dua, yakni perkawinan secara islam 
berdasarkan Muslim Law Act (AMLA) dan perkawinan untuk 
non-muslim berdasarkan Women’s Charter. Dalam ketentuan Pasal 46 
Women’s Charter versi awal pada tahun 1961 diatur bahwa pada saat 
perkawinan dilangsungkan, suami dan istri saling terikat untuk bekerja 
sama satu sama lain dalam menjaga kepentingan perkawinan dan dalam 
mengasuh serta menafkahi anak-anak. Lebih lanjut, diatur pula bahwa 

54 OECD, 2006, Fundamental Reform of Personal Income Tax, OECD Publishing, hlm. 55. 
53 Ajeng Eka Farida Op. Cit. hlm. 81 
52 Ajeng Eka Farida Op. Cit. hlm. 80 
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suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam menjalankan rumah 
tangga perkawinan. Belakangan, Women’s Charter tersebut mengalami 
beberapa perubahan sampai saat ini, namun dengan tetap membawa 
semangat yang sama, yakni kesetaraan peran dan kedudukan laki-laki 
dan perempuan dalam keluarga. Berdasarkan pengaturan ini, dapat 
diketahui maksud pembentuk undang-undang untuk menyetarakan peran 
dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga, serta 
mendorong agar kegiatan ekonomi dapat dijalankan oleh masing-masing 
pihak. Oleh karena itu, maka tidak heran pula jika Singapura 
mendasarkan unit pemajakannya pada sistem individual unit dengan 
menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai pencari nafkah secara 
terpisah dalam keluarga.  

 
C.​ Penutup  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, 
maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1.​ Pengaturan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak perempuan antara 
Indonesia dan Singapura memiliki sejarah yang berbeda. Singapura pada 
awalnya mendasarkan pengaturannya berdasarkan konstruksi Hukum 
Inggris, sementara Indonesia lebih banyak mendasarkan pengaturannya 
berdasarkan konstruksi Hukum Belanda.  

2.​ Berkaitan dengan aspek tax unit, Indonesia menerapkan sistem family unit, 
sementara Singapura menerapkan sistem individual unit. Perbedaan 
tersebut dapat terjadi karena perbedaan pertimbangan yang berkaitan 
dengan budaya, administrasi perpajakan, dan orientasi kebijakan yang 
berbeda pula bagi kedua negara. 
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